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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU~US

IBUKOTA JAKARTA

PERAT;J',AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH I<HUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 346 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH DASAR NEGERI

DE:'\GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

I SALlNA~i]

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA. JAKARTA,

r,~enimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2:'
Peraturcln Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapk3n Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar
Negeri; ,

Nlengingat 1. Und2111g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tents ng Keuangan Negara;

2. Undc'ng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Na"ional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangar Negara;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentalg Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Ke~;a':uan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pera1.uran Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daemh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengqanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun :2014;
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 19~)0 tentang Pendidikan
Dasar;

12. Peratllran Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Keperldidikan sebagaimana telah diubal- dengan Peraturan
Perne"intah Nomor 39 Tahun 2000;

13. Peratllran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernehntah Nomor 32 Tahun 2013;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. PeratLlran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusa ~ Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Prbvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. PeratLran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang l~egaralDaerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20(17 tentang Organisasi
Perangl<at Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 (I tentang Pengelolaan
dar, Ptlllyelenggaraan Pendidikan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201 t tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberclpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Pe:'aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

25. Peratu~an Menteri Pendidikan Nasional Norncr 28 Tahun 2010
tentan'] Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolal1/Madrasah;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 ':8ntang Organisasi
Perangl<at Daerah;
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28. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan;

29. Keputusan Gubernur NomOI 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksana Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN •

PERATUR.AN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN T,o,T,I\ KERJA SEKOLAH DASAR NEGERI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan •

1. Daerah <Idalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota;akarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekre·tar:s Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan ::>engelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provins! I)aerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Org anisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisesi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretanat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukl)ta Jakarta.

9. Dinas Plmdidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota ,akarta.

10. Kepala [Iinas adalah Kepala Dinas Pendidikan P "ovinsi Daerah Khusus
Ibukota ,ukarta

11. Suku Diras Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
Administl'asi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota
Administ"asi/Kabupaten Administrasi Provinsi [Iaerah Khusus Ibukota
JakClrta.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak"ucl pada ayat (1), SON
menyelenggarakan fungsi :

a, PEiIlY Jsunan dan pelaksanaan Reneana Kegiatan dan Anggaran
Sei<olah (RKAS) serta pengembangall SON;

b, peny~lenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum;

e, pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik;

d, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan
mina,: peserta didik;

e, pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik dan masyarakat:

f, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, Pustakawan dan tenaga fungsionall
profesi lainnya;

g, peng'3lolaan prasarana, sarana dan fasilitas SON;

h, peng'3lolaan kepegawaian, keuangan dan barang SON;

i, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SON;

j, peng310laan kearsipan, data dan informasi SDN;

k, pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara SON; dan

I. pelaroran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
SON,

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SON terdiri atas ;
,

a, Kepa"a Sekolah;

b, Wakill<epala Sekolah;

e, Pelaksana Tata Usaha; dan

d, Tena;~a Fungsional.

(2) Oalam memimpin dan mengoordinasikan pelaks~,naan tugas dan fungsi
SON, Krlpala Sekolah dapa! dibantu paling lJanyak 2 (dua) Wakil
Kepala Sekolah,

(3) Bagan :3usunan Organisasi SON sebagaim2na tereantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur illl,
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Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 6

(1) Kepala Sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah.

(2) Kepala' Sekolah mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta
membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, pengelola
perpllstakaan, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya.
serta rnembina hubungan kerja sarna dan peran serta masyarakal.

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah. Tata
Usaha dan Tenaga Fungsional;

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPO/UKPO
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan
tU~las dan fungsi SON; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi SON.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tata Usaha

Pasal7

(1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana Administrasi
SON.

(2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang fungsional umum dengan
sebutan Clengelola Tata Usaha, yang berkedll:Jukan di bawah dan
bertanggllllg jawab kepada Kepala Sekolah.

(3) Pengeioici Tata Usaha sebagaimana dimaksud p2da ayat (2), bukan
jabatan struktural serta diangkat dan diberl1:::ntikan oleh Kepala
Sekolan.

(4) Pelaks-:lIla Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan pellyusunan Rencana
Ke£,'atan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta pengembangan SON;

b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang
SOl\!;

c. mefak:,anakan kegiatan ketatausahaan dan kerurnahtanggaan SON;

d. melak~;anakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi SON;

e. rnelaksanakan penyediaan. penatallsal1aan. penggunaan.
pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja
SON;
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f. memElihara keamanan, ketertiban, keindaf'Jan, kebersihan dan
kenyamanan kantor SON;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat SON;

h. me'laksanakan publikasi kegiatan dan pengatwan acara SON;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiat2.n serta akuntabilitas SON; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkar pelaksanaan tugas
Pelak:;ana Tata Usaha.

Bagian Keempat

Wakil Kepala Sekolah

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 8

(1) Pada SDN tertentu dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala
Sekolah, dengan kriteria :

a. SDt-1 yang mempunyai rombongan belajar kurang dari 10 (sepuluh)
romb,)ngan belajar tidak dapat dibentuk Wakil Kepala Sekolah.

b. SON yang mempunyai rombongan belajal 10 (sepuluh) sampai
dengan 15 (lima belas) rombongan belajar (Iapat dibentuk 1 (satu)
Wakil Kepala Sekolah.

c. SDN yang mempunyai rombongan belajar e'i atas 15 (lima belas)
rombongan belajar dapat dibentuk 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah,
terdiri atas :

1. IIVakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum; dan
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

(2) Wakil I-<:epala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Oinas untuk masa tugas
selame> .~ (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali hanya untuk
1 (satu) lTlasa tugas berikutnya berdasarkan penilaian kinerja.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

(1) Wakil i(epala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf i, n18mpunyai tugas :

a. mE!T1)'usun program pengajaran;

b. mE,qyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
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c. menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

d. men1usun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;
,

e. menerapkan kriteria persyaratan kenaikan keias dan ketamatan;

f. mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB);

g. menfjoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

h. mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

i. mOil[·atur pengembangan Musyawarah Curu Mata Pelajaran
(MGMP)/Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan (MGBP)
dan koordinator mata pelajaran;

j. meial<ukan supervisi administrasi akademis;

k. me1al<ul<an pengarsipan program kurikulum;

I. membina perpustakaan SON;

m. menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi
Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMRl. Karya Ilmiah Remaja
(KIF;), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Paskibraka, Pesantren Kilat
serta kegiatan siswa lainnya;

n. melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib
sekolah serta pemilihan pengurus OSIS;

o. membina pengurus OSIS dalam berorganisasi;

p. mElnyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental;

q. membina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerapihan,
Kein-:ahan, Kerindangan, Ketertiban, Keamanan, Ketenteraman,
f\ekeluargaan dan Ketaqwaan (9 K);

r. melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegia,tan di luar sekolah;

s. mengatur mutasi siswa;

t. menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS);

u. IT1ellyusun dan membuat jadwal kegiatan akhlr tahun sekolah;

v. men) elenggarakan cerdas cermat dan olah r,lga prestasi: dan

w. me:al):xkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug as
Waki' Kepala Sekolah.

Pasal10

(2) Wakii Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sebagaillana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

a. mE:nyusun program pengajaran;

b. mEJhyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
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c. menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

d. menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksilnaan ujian akhir;

e. menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

f. mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB);

g. meng.Jordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelen(]kapan mengajar;

h. mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

i. mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP)/Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan (MGBP)
dan koordinator mata pelajaran;

j. mela.kukan supervisi administrasi akademis;

k. melakukan pengarsipan program kurikulum;

I. mer:lt'ina perpustakaan SON; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wclkil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Pasal 11

(3) Wakil KE,pala Sekolah Bidang Kesiswaan setlagaimana dimaksud
dalam Pm,al 8 ayat (1) huruf c angka 2 mempun:/ai tugas :

a. menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi
Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR). Karya Ilmiah Remaja
(KIR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Paskibraka, Pesantren Kilat
serta k,"giatan siswa lainnya;

b. melaksanakan bimbingan, pengarahan dan !=engendalian kegiatan
ke~iswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib
se~ol8h serta pemilihan pengurus OSIS;

c. merncina pengurus OSIS dalam berorganisasi;

d. menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insiaental;

e. rnerntiina dan rnelaksanakan koordinasi KE,bersihan, Kerapihan,
Keindilhan, Kerindangan, Ketertiban, Keamanan, Ketenteraman,
Kel;eluargaan dan Ketaqwaan (9 K);

f. me aksanakan pemilihan siswa untuk rnewakili sekolah dalam
ke[;iatan di luar sekolah;

g. rnengatur mutasi siswa;

h. menyusun dan mernbuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelak~anaan Masa Orientasi Siswa (MOS);

i. rnenyllsun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;

j. menyelenggarakan cerdas cerrnat dan olahra,;a prestasi; dan

k. melapJrkan dan mempertanggungjawabl;an pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

\
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Bagian Kelima

Tenaga Fungsional

Pasal 12

Tenaga Fungsional adalah tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan
dasar pada SON yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan
lainnya, Pustakawan dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

Pasal13

Guru, ten3ga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fungsiona!!pmfesi lainnya melaksanakan tugas sesuai Jabatan Fungsional
masing-m3sing berdasarkan penugasan Kepala Sekolah.

Pasal 14

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fungsional/profesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi masing­
masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas seslJai Jabatan Fungsional
yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan i1mu pengetahuan,
teknologi dan manajemen pendidikan.

Pasal 15

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan SON dan dapat
diberikan tUflas tambahan oleh Kepala Sekolah d,ilam penyelenggaraan
pendidikan pada SDN.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal16

SDN menlbentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan9-undangan.

BAB VI

FASILITAS

Pasal17

(1) Untuk rr,endukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap
SON diJentuk dan dikembangkan fasilitas sekolah, antara lain
Perpustokaan, Laboratorium, Unit Kesehatan Sekolah dan fasilitas
lainnysl.

(2) Fasilitf-l.s·sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan
memperhatikan program prioritas.
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Pasal 18

(1) Fasilitas sekolah sebagaimana dimaksud dal2m Pasal 17 ayat (1),
dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordillasikan oleh pengelola
perpustakaan dan/atau guru/tenaga fun~lsional kependidikan
lainnya/lenaga fungsional/profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala
Sekolah.

(2) Pengelola Perpustakaan dan/atau guru/tenaga fungsional kependidikan
lainnya/tenaga fungsional/profesi lainnya yang me;ldapat tugas tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan
bertang(lung jawab kepada Kepala Sekolah.

" BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Oalanl rnelaksanakan tugas dan fungsinya, SON wajib taat dan
berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPO/UKPO dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan
mutu penyelenggaraan pendidikan pad a SON.

Pasal 20

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru,
Tenaga :KE)[)endidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga
Fungsional l.ainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Loinnya pada SON wajib
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, ~erja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transpar3nsi, efektivitas dan
efisiensi.

Pasal 21

(1) Kepala ~ekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaks2na Tata Usaha, Guru,
Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola F'erpustakaan, Tenaga
Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pada SON
wajib rnemimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala ~ ekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaks3.na Tata Usaha, Guru,
Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga
FungsiDnal Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya wajib
mengikl.Jti dan mematuhi perintah ked inasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kepala SI,k::;lah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru,
Tenaga K'3pendidikan Lainnya, Pengelola P8rpustakaan, Tenaga
Fungsiolliil Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenag,l Lainnya pada SON
mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk
pengembon~lanSON secara konsisten dan berkesinambungan.



-----r

12

Pasal23

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru,
Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga
Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya secara aktif
mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di
luar sekolah sesuai peran SON sebagai Satuan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal24

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru,
Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola P"rpustakaan, Tenaga
Fungsioncil l.ainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya menciptakan dan
mengemban;:)kan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis
dan konslruklif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang
tua/wall peserta didik.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) PegeWai pada SON merupakan Pegawai Aparatul Sipil Negara, terdiri
atas!

a. P~gawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalarn pelaksanaan pengelolaan kepegawaian
dimaksud pada ayat (2), SON mendapat pembinaan
Daerah rnelalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BABIX

KEUANGAN

Pasal26

sebagaimana
dari Sekretaris

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi SDN dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APclD) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ser:a sumber pembiayaan
dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ),
dilaksan.3kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal27

(1) Aset yang dipergunakan oleh SDN sebagai pI asarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekilyaan daerah yang tidak
dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesLJai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang keuan~Jan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal 28

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah ai:au bantuan dari pihak ketiga kepada SDN dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dir,laksud pada ayat (1),
segerG c1ilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepad3 Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Urnum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik
Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 29

(1) SDN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
seme~ ler, triwulan, bulan an dan/atau sewaktu··waktu kepada Kepala
Dinas Pnndidikan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepe;]awaian;

b. keu:'::lgan;

c. kinerja;

d. barang;

e. akuntabilitas; dan

f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 30

Dalam rangl<a akuntabilitas, SDN mengembangkon sistem pengendalian
internal sebc.gai bagian dari sistem pengendalian intE!rnal Dinas Pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan terhadap SDN dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tangguns jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BABXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan
Peraturan· Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal34

Peraturan (,ubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerar
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
p'3da tanggal 31 DesemlJ~r 2014

~;EKRETARIS DAERAH I'ROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTt\ JAKARTA,

, ttd.

SAEFULLAH

8ERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMCtR 62213
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